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ABSTRAK 

Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik Menurut Hukum 

Internasional dan Implementasinya di Indonesia 

Oleh : 

RISA MAHDEWI 

 

Produk bioteknologi moderen telah memberikan manfaat yang cukup besar untuk 

peningkatan kehidupan dan kesejahteraan manusia, baik disektor pertanian, 

pangan, industri, dan kesehatan manusia, maupun di bidang lingkungan hidup. 

Namun terdapat kekhawatiran produk bioteknologi modern, di samping 

memberikan manfaat, juga memiliki risiko yang menimbulkan dampak merugikan 

bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati serta 

kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah, baik secara 

hukum, administratif, maupun teknis untuk menjamin tingkat keamanan hayati.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang keamanan 

produk rekayasa genetik menurut hukum internasional dan implementasinya di 

Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan). Data yang digunakan adalah 

data sekunder yang diperoleh dari peraturan-peraturan hukum internasional, 

nasional dan data-data kepustakaan terkait materi yang mendukung pembahasan 

dari permasalahan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian tentang keamanan pangan produk rekayasa genetik (PRG) 

menurut hukum internasional, adalahpengaturan keamanan pangan produk 

rekayasa genetik diatur didalam Konvensi Keanekaragaman Hayati yang terdapat 

dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 huruf (g), Pasal 16 ayat (1) dan Protokol 

Cartagena tentang Keamanan Hayati yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 

7, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 23. Peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pangan PRG di Indonesia sudah 

cukup baik karna telah melaksanakan amanah dan tidak menyimpang dari 

konvensi keanekaragaman hayati dan protokol cartagena dengan mengesahkan 

peraturan perudang-undangan dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat 

keputusan kepala BPOM. Hanya saja untuk aturan mengenai pangan PRG yang 

dijual secara curah, atau yang tidak dalam bentuk kemasan masih belum ada 

aturan teknis yang dapat menjawab permasalahan dilapangan. 

 

 

Kata Kunci: Pangan, Keamanan Pangan, Keamanan Hayati, Produk 

Rekayasa Genetik. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Food Safety of Genetically modified Products According to International 

Law and  Implementation in Indonesia 

 

RISA MAHDEWI 

 

Modern biotechnology products have given a significant benefits to improvement 

of life and human well being, like in agricultural sector, food, industrial, and 

human healthy, and even in life environment. But there is a worry in 

biotechnology modern products, beside give a benefits, also have a risk that could 

make a determental effect on conservation and sustainable use of biodiversity and 

human healthy. Because of that should take some steps, by legally, 

administratively, and technically to ensure the level of biosafety. 

The aims of research is to explain and analyze the safety of genetic modified 

products according to international law and its implementation in Indonesia. The 

approach of method that used in this study is thenormative law approach 

(literature research). The data used is secondary dataobtained from the rules of 

international law, national and literature data related to thematerial which support 

the discussion of the problem. An Analysis of the data usedis descriptive 

qualitative research. 

The results of the research about food safety of genetic modified products 

according to international law are the regulation of food safety of genetic 

engineering product regulated in the Convention on Biological Diversity in the 

Article 2, Article 6 paragraph (1), Article 8 letter (g), Article 16 paragraph (1)  

and the Cartagena Protocol on Biosafety in the Article2, Article 4, Article 7, 

Article 11, Article 15, Article 16, Article 17, Article 20, dan Article 23. The 

legislation regulating the GMO food in Indonesia have been good enough because 

of it has been do a mandate and do not deviate from the convention of and 

Cartagena Protocol on Biosafety by enacting legislation from the level of the law 

up to decision level of head of BPOM. But is for the rules about GMO food that 

sell by retail or that is not sell on the packaging, there is no a technical rules that 

can answer the problems in the fact. 

 

Keywords: Food, Food Safety, Biosafety, Genetic Modified Products. 
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MOTTO 

 

Asyhadu an laa ilaaha illallāh wa asyhadu anna Muhammad Rasuulullah 

 

ُ يعَْلَ  ونَ وَعَسَىٰ أنَْ تكَْرَهوُا شَيْئبً وَهوَُ خَيْرٌ لكَُمْ ۖ وَعَسَىٰ أنَْ تحُِبُّوا شَيْئبً وَهوَُ شَرٌّ لكَُمْ ۗ وَاللَّه ُُ ََ تعَْلَ ُْْمُْ  مُ وَأَ  

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui.  

(QS. Al-Baqarah: 216) 

 

لْ  تُ وَهوَُ رَةُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اّللَُّ َ إلِهََ إَِه هوَُ عَليَْهِ توََكه  

Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku 

bertawakal . 

(At-Taubah : 129) 

 

Bertindaklah seakan dasar-dasar tindakanmu akan menghasilkan sebuah hukum 

untuk seluruh dunia.  

(Immanuel Kant) 

 

You are not only what you read, but also what you eat 

(Penulis)  
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Badan pangan dunia Food and Agriculture Organization (FAO), memperkirakan 

akan terjadi kelangkaan pangan dunia pada tahun 2050 yang disebabkan oleh  

meningkatnya jumlah penduduk dunia, yang diprediksi akan menembus angka 9 

miliar jiwa. Jumlah orang yang menderita kekurangan gizi di seluruh dunia telah 

menurun secara signifikan dalam 30 tahun terakhir, sebagian berkat adanya 

revolusi hijau abad ke-20. Namun, diperkirakan 800 juta orang masih kekurangan 

akses makanan.
1
 Dilain pihak sektor pertanian sebagai penyedia pangan dituntut 

untuk lebih produktif guna mengimbangi tingginya kebutuhan pangan dunia yang 

meningkat hingga 70 persen dari saat ini, berbagai upaya dilakukan guna 

menjawab tantangan tersebut, diantaranya dengan menerapkan bioteknologi 

melalui rekayasa genetik.
2
 

 

FAO mengemukakan bahwa peranan bioteknologi pertanian berpotensi untuk 

mengatasi masalah produksi pangan di negara-negara berkembang. Secara global 

luas areal pertanaman transgenik telah meningkat dari 1,7 juta hektar tahun 1996 

menjadi 125 juta hektar tahun 2008 di 25 negara dengan jenis tanaman kedelai, 

                                                           
1
 Felicia Wu. 2004. The Future of Genetically Modified Crops Lessons from the Green Revolution. 

Santa Monica: Rand Corporation. hlm. 4. 
2
 Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak, Tanaman Transgenik, Solusi atau 

Polusi?, diakses dari http://pertanian.pontianakkota.go.id/artikel/23-tanaman-transgenik-solusi-

atau-polusi.html, pada 01 Oktober 2016. 

http://pertanian.pontianakkota.go.id/artikel/23-tanaman-transgenik-solusi-atau-polusi.html
http://pertanian.pontianakkota.go.id/artikel/23-tanaman-transgenik-solusi-atau-polusi.html
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jagung, kapas, alfalfa, kanola, pepaya, tomat, dan labu. Hasil penelitian di 

berbagai negara menunjukkan bahwa penggunaan benih transgenik berdampak 

pada pengurangan penggunaan pestisida oleh petani, dan hasil tanaman lebih 

banyak daripada benih konvensional.
3
 

Salah satu tonggak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini di samping 

teknologi informasi adalah adanya bioteknologi. Teknologi ini berdampak kepada 

berbagai sektor kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan pangan, obat-obatan, 

kesehatan, persenjataan, industri, dan sebagainya.
4
 

 

Sumber : https://www.census.gov/population/international/data/idb/worldpopgraph.php 

                                                           
3
 Edwin S.Saragih, Santun R.P. Sitorus, Harianto,& Sugiono Moeljopawiro. “Ulasan Analisis 

Regulasi dan Kebijakan Keamanan Hayati dan Peluang Keberhasilan Adopsi Benih Transgenik di 

Indonesia”. Jurnal AgroBiogen. vol. 6. no. 1. 2001. hlm. 40. Diakses dari 

http://biogen.litbang.pertanian.go.id/terbitan/pdf/agrobiogen_6_1_2010_40-48.pdf, pada 01 

November 2016.  
4
Jeremy Rifkin. 1998. The Biotech Century: How Genetic Commerce Will Change The World, 

London: Phoenix, hlm. 2. Diakses dari 

http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/view/10.1057/9781137314727.0014, pada 01 

November 2016. 

Gambar 1 : Populasi penduduk dunia 1950-2050 

https://www.census.gov/population/international/data/idb/worldpopgraph.php
http://biogen.litbang.pertanian.go.id/terbitan/pdf/agrobiogen_6_1_2010_40-48.pdf
http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/view/10.1057/9781137314727.0014
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Perkembangan teknologi, khususnya teknologi rekayasa genetik menyumbangkan 

berbagai manfaat bagi sektor pertanian dari pangan di dunia dalam dua dasawarsa 

terakhir ini. Melalui rekayasa genetik tanaman dan makanan memiliki 

peningkatan kualitas dan persediaan makanan untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk dunia yang terus bertambah.
5
  

Rekayasa genetik meliputi berbagai proses tradisional seperti pembuatan bir 

(brewing), pembuatan roti (baking), pembuatan anggur, pembuatan keju, produksi 

berbagai makanan oriental seperti kecap, tempe dan pengolahan limbah yang di 

dalam prosesnya telah dikembangkan pemakaian mikroorganisme sejak bertahun-

tahun yang lalu.
6
  

 

Produk bioteknologi moderen telah memberikan manfaat yang cukup besar untuk 

peningkatan kehidupan dan kesejahteraan manusia, baik di sektor pertanian, 

pangan, industri, kesehatan manusia, maupun di bidang lingkungan hidup. Namun 

terdapat kekhawatiran terhadap produk bioteknologi moderen, di samping 

memberikan manfaat, juga memiliki risiko yang menimbulkan dampak merugikan 

bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati serta 

kesehatan manusia.
7
 Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah, baik secara 

hukum, administratif, maupun teknis untuk menjamin tingkat keamanan hayati. 

                                                           
5
John E. Smith. 1995. Biotechnology. Jakarta: EGC. hlm. 2-3. Sebagaimana ditulis dari skripsi 

Indra P Pasaribu, 2011, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pertanggungjawaban dan 

Upaya Pemulihan (Liability and Redress) atas Kerugian yang Timbul dari Perpindahan Lintas 

Batas Organisme Hasil Modifikasi Genetik, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 16. Diakses dari 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26581/3/Chapter%20II.pdf, pada 01 November 

2016. 
6
 Knut J. Heller. 2003. Genetically Engineered Food Methods and Detection. Germany: Biblio-

graphic Information Published. hlm. 62. 
7
 Law Watch Forum, Perlindungan Hukum Terhadap Dampak Perkembangan Produk Teknologi, 

diakses dari http://lawwatchforum.com/wp/perlindungn-hukum-terhadap-dampak-perkembangan-

produk-bioteknologi/ pada 20 Mei 2017. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26581/3/Chapter%20II.pdf
http://lawwatchforum.com/wp/perlindungn-hukum-terhadap-dampak-perkembangan-produk-bioteknologi/
http://lawwatchforum.com/wp/perlindungn-hukum-terhadap-dampak-perkembangan-produk-bioteknologi/
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Untuk itu United Nations Environment Programme (UNEP) Governing Council 

pada tahun 1987 memutuskan untuk mendirikan Kelompok Kerja Ad Hoc yang 

terdiri dari para ahli keanekaragaman hayati.
8
  

Kelompok pakar ini mengadakan tiga pertemuan antara 1988 dan 1990, dan 

menghasilkan laporan akhir. Pada bulan Mei 1991, Kelompok Kerja Ad Hoc 

menjadi Komite Negosiasi Antar Pemerintah (Intergovernmental Negotiating 

Committee/INC) untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati. INC mengadakan total 

tujuh sesi negosiasi dari tahun 1991 sampai 1992, pertemuan tersebut berubah 

menjadi sebuah konferensi untuk mengadopsi teks final Convention on Biological 

Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati)  pada tanggal 22 Mei 1992.
9
  

 

Konvensi keanekaragaman hayati lahir sebagai wujud kekhawatiran umat manusia 

atas semakin berkurangnya nilai keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh 

laju kerusakan keanekaragaman hayati yang cepat dan kebutuhan masyarakat 

dunia untuk memadukan segala upaya perlindungan bagi kelangsungan hidup 

alam dan umat manusia selanjutnya.
10

 Melalui konvensi ini, masyarakat dunia 

mengakui bahwa keanekaragaman hayati adalah satu keprihatinan umum umat 

manusia, dan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari proses pem-

bangunan. Konvensi ini menyadari bahwa ekosistem, spesies dan gen telah di-

manfaatkan untuk kepentingan manusia, akan tetapi pemanfaatan ini harus dil-

                                                           
8
 Ibid.  

9
 Terje Traavik and Lim Li Ching. 2009. Biosafety First-Holistic Approaches to Risk and Uncer-

tainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organism. Third World Network and 

Genok. hlm. 389. 
10

 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber daya Genetik Pertanian, 

Konvensi Keanekaragaman Hayati. Diakses dari 

http://biogen.litbang.pertanian.go.id/index.php/2008/06/konvensi-keanekaragaman-hayati/, pada 

01 Oktober 2016. 

http://biogen.litbang.pertanian.go.id/index.php/2008/06/konvensi-keanekaragaman-hayati/


5 
 

akukan dengan cara dan angka yang dalam jangka panjang tidak mengakibatkan 

pengurangan keanekaragaman hayati.
11

 

Konvensi Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Di-

versity) tentang keamanan penerapan bioteknologi memuat ketentuan mengenai 

keamanan penerapan bioteknologi moderen dalam klausul Pasal 8 huruf (g), Pasal 

19 ayat (3) dan (4), yang mengamanatkan penetapan suatu protokol untuk menga-

tur pergerakan lintas batas, penanganan dan pemanfaatan organisme hasil modifi-

kasi genetik (OHMG) sebagai produk dari bioteknologi moderen. Sebagai tindak 

lanjut dalam hal memastikan keamanan produk-produk OHMG dan untuk 

mengimplementasikan ketentuan Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH), 

masyarakat internasional telah menyepakati suatu protokol terhadap KKH yang 

kemudian dikenal dengan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati 

(Cartagena Ptotocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity) di 

tahun 2000.
12

   

Protokol Cartagena sendiri merupakan kesepakatan antara berbagai pihak yang 

mengatur tata cara gerakan lintas batas negara secara sengaja (termasuk 

penanganan dan pemanfaatan) suatu organisme hidup yang dihasilkan oleh 

bioteknologi moderen (OHMG) dari suatu negara ke negara lain oleh seseorang 

atau badan.
13

 

                                                           
11

 Social Economic Environmental, 2007, Pengelolaan Kenekaragaman Hayati. hlm. 4. Diakses 

dari http://www.industry.gov.au/resource/Documents/LPSDP/LPSDP-BiodiversityIndo.pdf, pada 

16 Agustus 2016. 
12

 Ruth Mackenzie, dkk. “Tapper An Explanatory Guide to the Cartagena Protocol on Biosafety”.  

IUCN Environmental Policy and Law Paper.  No. 46. 2003. hlm. 17. 
13

 Indonesia Biosafety Clearing House, Protokol Cartagena. Diakses dari 

http://indonesiabch.or.id/protokol-cartagena/, pada 06 Juni 2016. 

http://www.industry.gov.au/resource/Documents/LPSDP/LPSDP-BiodiversityIndo.pdf
http://indonesiabch.or.id/protokol-cartagena/
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Protokol Cartagena dibuat untuk menjamin tingkat perlindungan yang memadai di 

bidang pemindahan, perlakuan, dan pemanfaatan yang aman dari organisme hasil 

modifikasi yang berasal dari bioteknologi moderen, dan secara khusus 

menitikberatkan pada perpindahan lintas batas. Hal ini menyebabkan harus 

diadakannya regulasi mengenai dampak terhadap lingkungan dan kesehatan 

manusia, termasuk pemasaran dan pelepasan produk ke lingkungan.
14

 

Indonesia yang merupakan salah satu negara megadiverse (megadiversity 

countries), terletak di jalur distribusi keanekaragaman hayati benua Asia (Pulau 

Jawa, Sumatera dan Kalimantan) dan Australia (Papua), dan di zona transisi garis 

Wallace (Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara).
15

 Tidak hanya dikenal sebagai 

negara megadiverse, namun Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara 

dengan tingkat kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss) yang tinggi 

di dunia. Setiap tahun semakin banyak jenis tumbuhan dan satwa menjadi langka 

dan terancam punah. Penebangan atau pembakaran hutan, hilangnya mangrove, 

pertanian intensif, pencemaran, penangkapan ikan yang berlebihan dan perubahan 

iklim juga memberikan dampak pada keanekaragaman hayati.
16

 

 

Sadar akan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia 

meratifikasi Konvensi Keankeragaman Hayati dengan mengesahkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on 

                                                           
14

 Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pangan Produk Rekayasa Genetik.  Diakses dari 

http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/162/Pangan-Produk-Rekayasa-Genetik.html, 

pada 08 Juni 2016. 
15

 Indonesia Biosafety Clearing House, Protokol Cartagena. Diakses dari 

http://indonesiabch.or.id/protokol-cartagena/, pada 06 Juni 2016. 
16

 Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rangka Hari Keanekaragaman 

Hayati 22 Mei 2015,Keanekaragaman Hayati Untuk Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. 

Diakses dari http://www.pelatihanlingkungan.com/wp-content/uploads/2015/05/Sambutan-

Menteri-hari-Kehati-2015.pdf, pada 10 Oktober 2016. 

http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/162/Pangan-Produk-Rekayasa-Genetika.html
http://indonesiabch.or.id/protokol-cartagena/
http://www.pelatihanlingkungan.com/wp-content/uploads/2015/05/Sambutan-Menteri-hari-Kehati-2015.pdf
http://www.pelatihanlingkungan.com/wp-content/uploads/2015/05/Sambutan-Menteri-hari-Kehati-2015.pdf
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Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 

Keanekaragaman Hayati). Serta meratifikasi Protokol Cartagena dengan 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan 

Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity 

(Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang 

Keanekaragaman Hayati).
17

 

Sebagai salah satu negara pusat keanekaragaman hayati dunia, Indonesia memiliki 

kekayaan sekitar 12% (515 spesies, 39% endemik) dari total spesies binatang 

menyusui, urutan kedua di dunia, 7,3% (511 spesies, 150 endemik) dari total 

spesies reptilia, urutan keempat di dunia 17% (1531 spesies, 397 endemik) dari 

total spesies burung di dunia, urutan kelima 270 spesies amfibi, 100 endemik, 

urutan keenam di dunia 2827 spesies binatang tidak bertulang belakang, selain 

ikan air tawar. Selanjutnya, Indonesia memiliki 35 spesies primata (urutan 

keempat, 18% endemik), dan 121 spesies kupu‐kupu (44% endemik), serta 

memiliki lebih dari 38.000 spesies tumbuhan, 55% diantaranya endemik. Bahkan 

sekarang ini seiring dengan berkembangnya teknik biologi molekuler, rahasia 

potensi yang dimiliki setiap makhluk hidup dapat diungkap secara lengkap 

sehingga kekayaan keanekaragaman hayati menjadi sangat berharga terutama 

sebagai sumber daya genetik.
18

 

                                                           
17

 Berita Online, Inar Ichsana Ishak, Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The 

Convention On Biological Diversity. Diakses dari http://www.menlh.go.id/pengesahan-cartagena-

protocol-on-biosafety-to-the-convention-on-biological-diversity/, pada 06 Juni 2016.  
18

 Berita Online, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Keanekaragaman Hayati 

Sebagai Modal Dasar Pembangunan. Diakses dari http://www.menlh.go.id/keanekaragaman-

hayati-sebagai-modal-dasar-pembangunan/, pada 10 Juni 2016 

http://www.menlh.go.id/pengesahan-cartagena-protocol-on-biosafety-to-the-convention-on-biological-diversity/
http://www.menlh.go.id/pengesahan-cartagena-protocol-on-biosafety-to-the-convention-on-biological-diversity/
http://www.menlh.go.id/keanekaragaman-hayati-sebagai-modal-dasar-pembangunan/
http://www.menlh.go.id/keanekaragaman-hayati-sebagai-modal-dasar-pembangunan/
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menyusun karya tulis yang 

berjudul: Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik Menurut Hukum 

Internasional dan Implementasinya di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaturan keamanan pangan produk rekayasa genetik menurut 

hukum internasional? 

2. Bagaimanakah implementasi keamanan pangan produk rekayasa genetik di 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan utama penelitian 

ini adalah:  

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis keamanan pangan produk rekayasa 

genetik menurut hukum internasional. 

2. Untuk mengetahui implementasi keamanan pangan produk rekayasa genetik di 

Indonesia. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu: 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengetahuan serta wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, 
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khususnya mengenai bagaimana keamanan pangan produk rekayasa genetik 

menurut hukum internasional dan implementasinya di Indonesia. 

2. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya 

dan bagi para akademisi pada khususnya, dalam hal pengembangan ilmu hukum 

khususnya hukum internasional untuk kemudian digunakan sebagai data sekunder 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimanakah keamanan pangan 

produk rekayasa genetik menurut hukum internasional dan implementasinya di 

Indonesia. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian di bidang ilmu hukum internasional, 

oleh karena itu penelitian ini akan meneliti ketentuan hukum internasional dan 

nasional terkait pengaturan keamanan pangan produk rekayasa genetik. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan, dan pengembangan terhadap isi skripsi ini 

maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan 

skripsi ini terdiri dari 5 bab yang diorganisirkan ke dalam bab demi bab sebagai 

berikut: 

I.  Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas tentang pengertian umum mengenai pokok-pokok pembahasan 

skripsi, yang meliputi tinjauan umum mengenai keanekaragaman hayati, 

keamanan pangan produk rekayasa genetik, konvensi keanekaragaman hayati, 

protokol cartagena tentang keamanan hayati dan pengaturan perundang-undangan 

nasional yang berkaitan dengan keamanan pangan produk rekayasa genetik.  

III. Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, 

yang  terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.  

IV. Hasil Penelitian dan Analisis Data 

Bab ini dimulai dengan pemaparan hasil penelitian dan uraian dari 

pembahasannya. Diawali dengan pemaparan pemecahan masalah yang menjadi 

pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah hukum internasional 

mengatur tentang keamanan pangan produk rekayasa genetik, dan bagaimanakah 

implementasi keamanan pangan produk rekayasa genetik di Indonesia. 
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V. Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang 

diuraikan sebagai rekomendasi dalam perkembangan hukum lingkungan di 

Indonesia. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati (biodiversity) merupakan semua kehidupan di atas bumi 

yang meliputi tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme, serta berbagai 

materi genetik yang di kandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi dimana 

mereka hidup,
19

 termasuk di dalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik 

dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat, baik yang ada di darat, 

laut maupun sistem-sistem perairan lainnya.
20

 

Biodiversity secara etimologi, ialah penyatuan dua kata, bio dan diversity. Bio 

diartikan mahkluk hidup, pada kebanyakan teks bahasa Indonesia terbitan lama, 

mahkluk hidup disebut hayati. Kata diversity diartikan sebagai keragaman atau 

keanekaragaman. Biodiversity, lengkapnya biological diversity, secara resmi 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai keanekaragaman hayati.
21

 

Keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di antara mahluk hidup dari semua 

sumber termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta 

                                                           
19

 Social economic environmental. 2007. Praktek Unggulan Program Pembangunan Berkelanju-

tan Untuk Industri Pertambangan. Australia. hlm. 4. 
20

 Global Village Translations. 2007. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Jakarta: Perse-

makmuran Australia. hlm. 4. 
21

 Keanekaragaman Sumber Daya Hayati Laut. hlm. 13. Diakses dari 

http://wiadnyadgr.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/2-Keanekaragaman-Sumber dayaHayati-Laut.pdf 

pada 10 Oktober 2016. 

http://wiadnyadgr.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/2-Keanekaragaman-SumberDayaHayati-Laut.pdf
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kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, 

mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.
22

 

Pengertian lain dari keanekaragaman hayati adalah ketersediaan keanekaragaman 

sumber daya hayati berupa jenis maupun kekayaan plasma nutfah 

(keanekaragaman genetik di dalam jenis), keanekaragaman antar jenis dan 

keanekaragaman ekosistem.
23

 

Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk derajat 

keanekaragaman sumber daya alam hayati, meliputi jumlah maupun frekuensi dari 

ekosistem, spesies, maupun gen di suatu daerah. Pengertian yang lebih mudah dari 

keanekaragaman hayati adalah kelimpahan berbagai jenis sumber daya alam 

hayati (tumbuhan dan hewan) yang terdapat di muka bumi.
24

 Keanekaragaman 

hayati mencakup semua bentuk kehidupan di muka bumi, mulai dari makhluk 

sederhana seperti jamur dan bakteri hingga makhluk yang mampu berpikir seperti 

manusia.
25

 Keanekaragaman hayati dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan 

yaitu:  

a. Keanekaragaman spesies  

Keanekaragaman spesies mencakup seluruh spesies yang ditemukan di bumi. 

Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa 

karakteristik penting yang berbeda dari kelompok-kelompok lain; 

                                                           
22

 Pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati. 
23

 Sudarsono, Ratnawati & Budiwati. 2005. Taksonomi Tumbuhan Tinggi. Malang: UM Press. 

hlm. 6. 
24

 Ani Mardiastuti. 1999. Keanekaragaman Hayati: Kondisi dan Permasalahannya. Bogor: 

Fakultas Kehutanan IPB. hlm. 1. 
25

 Bappenas. 2004.Wilayah Kritis Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pen-

gendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. hlm. 6. 
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b. Keanekaragaman genetik 

Keanekaragaman genetik merupakan variasi genetik dalam satu spesies baik di 

antara populasi-populasi yang terpisah secara geografik maupun di antara 

individu-individu dalam satu populasi. Individu dalam satu populasi memiliki 

perbedaan genetik antara satu dengan lainnya. Variasi genetik timbul karena 

setiap individu mempunyai bentuk-bentuk gen yang khas. Variasi genetik 

bertambah ketika keturunan menerima kombinasi unik gen dan kromosom dari 

induknya melalui rekombinasi gen yang terjadi melalui reproduksi seksual; 

c. Keanekaragaman ekosistem 

Keanekaragaman ekosistem adalah bagian dari keanekaragaman hayati yang 

merupakan suatu komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan 

lingkungan fisik (ekosistem) masing-masing.
26

 

 

B. Tinjauan Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik 

1. Keamanan Hayati 

Keamanan Hayati (biosafety) adalah suatu disiplin dalam penanganan dan sistem 

kontainmen terhadap mikroorganisme menular dan bahan biologi berbahaya.
27

 

Keamanan hayati produk rekayasa genetik merupakan keamanan lingkungan, 

                                                           
26
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keamanan pangan dan/atau keamanan pakan produk rekayasa genetik,
28

 

sedangkan keamanan lingkungan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko yang merugikan keanekaragaman 

hayati sebagai akibat pemanfaatan produk rekayasa genetik.
29

 Seperti hal nya 

kebijaksanaan yang sederhana menyatakan bahwa tidak ada spesies boleh 

dibiarkan punah jika manusia memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya.
30

 

 

2. Produk Rekayasa Genetik dan Bioteknologi 

Produk rekayasa genetik yang biasa disebut dengan Genetic Modified Organism 

(GMO) merupakan organisme yang  telah mengalami perubahan pada DNA-nya 

dengan menggunakan suatu teknologi yang disebut dengan bioteknologi moderen, 

sehingga menghasilkan suatu organisme atau produk yang berbeda dengan produk 

alamiahnya, sehingga memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan 

produk alamiahnya.
31

  

 

Kekuatan rekayasa genetik adalah kemampuan untuk memindahkan gen di antara 

organisme yang tidak kompatibel secara seksual, menciptakan organisme baru 

dari karakteristik yang diinginkan.
32

 Organisme hasil rekayasa genetika (GMO), 

yang merupakan hasil sampingan dari gen penyambungan satu spesies ke dalam 

                                                           
28
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DNA yang lain.
33

 Rekayasa genetik sendiri merupakan proses yang digunakan 

untuk menciptakan benih GM. Tanaman pangan, dan makanan yang dihasilkan 

darinya, adalah teknologi yang digunakan untuk mengisolasi gen dari satu 

organisme, memanipulasinya di laboratorium, dan menyuntikkannya ke 

organisme lain.
34

 

 

Rekayasa genetik merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi 

manipulasi gen, kloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan 

genetika moderen dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, 

modifikasi dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Sebagian 

besar teknik yang dilakukan adalah memanipulasi langsung DNA dengan 

orientasi pada ekspresi gen tertentu. Dalam skala yang lebih luas, rekayasa 

genetik melibatkan penanda atau marker yang sering disebut sebagai Marker-

Assisted Selection (MAS) yang bertujuan meningkatkan efisiensi suatu organisme 

berdasarkan informasi fenotipnya.
35

 

 

Metode-metode yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetik meliputi 

pengunaan vektor, kloning, PCR (Polymerase Chain Reaction) dan seleksi 

(screening), serta analisis rekombinan. Adapun langkah-langkah dari rekombinasi 

genetik meliputi (1) Identifikasi gen yang diharapkan; (2) Pengenalan kode DNA 

                                                           
33
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terhadap gen yang diharapkan; (3) Pengaturan ekpresi gen yang sudah direkayasa; 

dan (4) Pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya.
36

 

 

Bioteknologi berasal dari dua kata yaitu biologi dan teknologi. Biologi, 

sebagaimana diketahui adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup, sedangkan 

teknologi adalah metode yang dikembangkan manusia untuk mengolah barang 

dan jasa, dari kata asalnya bioteknologi adalah metode pengembangan proses 

mengolah barang atau jasa dalam bidang biologi.
37

 

 

Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai manipulasi organisme hidup untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi 

mencakup berbagai macam kegiatan, dapat diterapkan untuk semua tingkat 

biologis organisasi, dan berlaku untuk sistem in vitro produksi (fermentasi), 

entitas non seluler (virus), organisme bersel tunggal (bakteri) dan organisme besar 

seperti tumbuhan dan hewan, meliputi beberapa teknik dan prosedur, salah 

satunya adalah rekayasa genetik.
38

 Bioteknologi moderen adalah aplikasi dari 

teknik perekayasaan genetik yang meliputi teknik asam nukleat in-vitro dan fusi 

sel dari dua jenis atau lebih organisme di luar kekerabatan taksonomis.
39
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Bagi banyak orang, bioteknologi yang identik dengan produksi organisme hasil 

rekayasa genetika (GMO), yang juga di kenal sebagai transgenik.
40

 Selain 

meningkatkan hasil, bioteknologi memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas 

makanan di negara berkembang dengan menghilangkan masalah atau 

menggabungkan sifat menguntungkan.
41

 

Bioteknologi berkembang pesat pada tahun 1980an,
42

 dan telah tumbuh di lebih 

dari sepuluh negara sejak 1987, dan pertama kali dikomersialkan pada tahun 

1996.
43

  Saat ini, tanaman bioteknologi adalah yang paling umum ditanam, hal ini 

dapat dilihat bahwa pada tahun 2004, diperkirakan 200 juta hektar tanaman 

transgenik diproduksi di tujuh belas negara di seluruh dunia. Tujuh belas negara 

tersebut diantaranya adalah Amerika Serikat dengan luas areal sejumlah (59%), 

diikuti oleh Argentina (20%), Kanada dan Brasil (masing-masing 6%), dan China 

(5%).
44

  

Seperti adopsi dan penggunaan teknologi baru, hasil yang tak terduga juga akan 

membawa tingkat risiko yang tidak diketahui. Kurangnya pengetahuan tentang 

metode transgenik praktis di antara populasi umum, di tambah dengan ketakutan 

yang tidak diketahui, kemungkinan salah satu alasan terbesar mengapa beberapa 

kelompok menentang adanya rekayasa genetik.
45

 Pendekatan baru terhadap 

regulasi dan penilaian keselamatan pangan yang dimodifikasi secara genetik 
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(GM) telah diajukan karena kekhawatiran publik dan ilmiah, meskipun konsensus 

telah diterima untuk prinsip-prinsip mengenai evaluasi keamanan pangan, tidak 

ada definisi universal yang dapat dicapai mengenai pengkajian lingkungan.
46

 

 

Bioteknologi akan banyak menguntungkan manusia jika dimanfaatkan secara 

tepat, dalam bidang pertanian, program pemuliaan tanaman yang sudah lama 

dikenal khususnya untuk jenis-jenis tanaman tertentu, akan dapat membantu 

petani untuk menghasilkan buah unggul yang tahan hama dan mudah beradaptasi 

dengan perubahan iklim, serta inovasi melalui bioteknologi memungkinkan 

produsen pertanian untuk mengurangi biaya produksi.
47

 Pada bidang kesehatan, 

dengan ditemukannya obat-obatan hasil bioteknologi, berbagai penyakit 

diupayakan dapat disembuhkan. Penemuan berbagai jenis enzim sebagai bahan 

dasar obat-obatan sangat menguntungkan dunia kedokteran, dan dalam bidang 

lingkungan hidup, masalah perubahan iklim perlu ditangani dengan cara mitigasi 

dan adaptasi.
48

 

 

Secara khusus, kehadiran GMO tidak dapat diabaikan dalam produk pertanian non 

GM.
49

 Pemanfaatan bioteknologi juga mengakibatkan dampak negatif yang serius, 

seperti yang terjadi pada bidang pertanian, dimana peningkatan produksi pestisida 

sering tidak disadari akan menimbulkan bahaya yang berkepanjangan. Dalam 
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bidang kesehatan, berbagai obat-obatan hasil rekayasa genetik juga dapat 

menimbulkan kekebalan pada penyakit tertentu dan menimbulkan efek samping 

yang tidak baik bagi tubuh manusia. Dalam bidang lingkungan hidup, pelepasan 

OHMG ke lingkungan bebas dapat mengganggu keberadaan keanekaragaman 

hayati yang sudah ada. Bioteknologi sangat berkaitan dengan keanekaragaman 

hayati, hal ini dikarenakan keanekaragaman hayati merupakan sumber daya 

genetik bioteknologi, dimana dalam perkembangannya, kecenderungan 

komersialisasi, produksi besar-besaran OHMG, lemahnya pengawasan, kurangnya 

informasi dan hal lainnya menjadi kendala dalam pemanfaatan bioteknologi.
50

 

 

Teknologi rekayasa genetik dapat diterapkan pada tanaman, hewan, ikan, dan 

jasad renik. Tanaman PRG adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik 

rekayasa genetik. Hewan PRG adalah hewan yang dihasilkan dari penerapan 

teknik rekayasa genetik sebagian besar atau seluruh hidupnya berada di darat. 

Ikan PRG adalah sumber daya ikan dan spesies biota perairan lainnya yang 

sebagian besar atau seluruh hidupnya berada di air yang dihasilkan dari penerapan 

teknik rekayasa genetik. Sementara itu, jasad renik PRG adalah jasad renik yang 

dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
51
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3. Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalam pengertian pangan adalah 

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan 

dan minuman. Pengertian pangan di atas merupakan definisi pangan yang 

dikeluarkan oleh badan dunia untuk urusan pangan, yaitu Food and Agricultural 

Organization (FAO). Makanan dan produk makanan hasil rekayasa genetika 

dan/atau berasal dari organisme hasil rekayasa genetik merupakan salah satu dari 

sejumlah perkembangan bioteknologi yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

umur simpan, kandungan gizi, rasa, warna, dan tekstur, serta karakteristik 

agronomi dan pengolahan.
52

 

Keamanan hayati produk rekayasa genetik diartikan sebagai keamanan 

lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan produk rekayasa 

genetik.
53

 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan, bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda 

lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia 

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, 

sehingga aman untuk dikonsumsi. 
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Keamanan pangan produk rekayasa genetik adalah kondisi dan upaya yang 

diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan 

membahayakan kesehatan manusia, akibat proses produksi, penyiapan, 

penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pangan produk rekayasa genetik.
54

 

Keamanan pakan produk rekayasa genetik adalah kondisi dan upaya yang 

diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan 

membahayakan kesehatan hewan dan ikan, akibat proses produksi, penyiapan, 

penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pakan produk rekayasa genetik.
55

 

Menurut ilmuwan di seluruh dunia, potensi bahaya pangan PRG adalah banyak, 

karena pengujian keamanan pada makanan ini tidak ketat, tidak ada yang tahu 

risiko jangka panjangnya, baik untuk kesehatan atau lingkungan kita.
56

  

 

 

C. Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Nasional 

1. Hukum Internasional 

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang 

sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang 

terhadapnya negara-negara terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar 

ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.
57
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Eksistensi hukum internasional di era globalisasi seperti saat ini tidak dapat 

terbantahkan kembali keberadaannya, bahkan hukum internasional bukan hanya 

mengatur tentang hubungan antarbangsa, saat ini hukum internasional telah 

berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjeknya tidaklah terbatas 

pada negara-negara saja sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional. 

Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan, vatikan, billigerency 

sekarang telah diakui sebagai bagian dari subjek hukum internasional. Hal ini 

dikuatkan oleh pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan  bahwa: 

“hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum 

yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang 

bukan bersifat perdata”.
58

 

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh para sarjana terhadap hukum 

internasional, antara lain yaitu: 

a. The Law of Nations (Hukum Bangsa-Bangsa); 

b. The Law among Nations (Hukum antar Bangsa-Bangsa); 

c. Law between the Powers; 

d. Inter-state Law dan The Law of the Community of States; 

e. Public International Law (Hukum Internasional Publik); 

f. Transnational Law; 

g. International Law (Hukum Internasional).
59
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Jeremy Bentham merupakan seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme 

Inggris yang jenius, yang pertama kali memperkenalkan istilah hukum 

internasional (international law). Istilah hukum internasional memiliki padanan 

yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa (the law of nations, droit de 

gens), kedua istilah tersebut biasa digunakan secara bergantian, akan tetapi, dalam 

perkembangannya istilah pertama lebih sering muncul atau digunakan akhir-akhir 

ini.
60

 

Definisi mengenai hukum internasional banyak dikemukakan oleh para ahli, 

diantaranya yaitu L. Oppenheim, yang mengatakan bahwa hukum bangsa-bangsa 

atau hukum internasional adalah sebutan untuk sekumpulan aturan-aturan 

kebiasaan atau konvensi yang dianggap mengikat secara hukum negara-negara 

yang beradab di dalam hubungan mereka satu sama lain.
61

 Selanjutnya ada  

Charles Cheney Hyde, ia mendefinisikan hukum internasional sebagai 

keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-

kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk 

menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-

hubungan mereka satu sama lain.
62

 Definisi lain dari hukum internasional adalah 

keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau 

persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan 

bersifat perdata.
63
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Menurut para sarjana hukum internasional tidak dapat digolongkan ke dalam 

kelompok ilmu hukum tetapi hanya sekedar moral internasional yang tidak 

mengikat secara positif, dan ada pula sarjana yang menyatakan bahwa hukum 

internasional merupakan hukum positif yang sudah terbukti menyelesaikan atau 

mengatur persoalan-persoalan dunia, bahkan ada pendapat yang menyatakan 

hukum internasional sebagai “world law” atau hukum dunia yang di dalamnya ada 

jaringan, sistem serta mekanisme dari suatu pemerintahan dunia yang mengatur 

pemerintah-pemerintah dunia.
64

 Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh cara 

pandang yang berbeda dalam melihat kedudukan hukum internasional. Hukum 

internasional selalu diasosiasikan dengan pemerintahan dalam arti nasional, 

sehingga ketiadaan alat-alat atau sistem yang sama seperti negara akan 

menyebabkan hukum internasional selalu dipandang tidak mempunyai dasar serta 

selalu diperdebatkan.
65

 

 

Hukum internasional merupakan hukum yang lemah, hal ini dikarenakan sistem 

hukum internasional tidak memiliki kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan 

keputusan-keputusannya kepada negara-negara, tidak memiliki badan legislatif 

internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat langsung 

negara-negara anggota, tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksanakan 

sanksi-sanksi kepada negara-negara pelanggar hukum, serta keberadaan 
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Mahkamah Internasional yang belum mempunyai yurisdiksi wajib universal untuk 

menyelesaikan sengketa-sengketa hukum antar negara.
66 

 

Hukum internasional dikatakan sebagai hukum yang lemah, meskipun begitu 

negara-negara tetap percaya bahwa hukum internasional itu ada. Hal ini 

dikarenakan negara sebagai subjek hukum internasional yang berdaulat serta 

menjunjung tinggi martabatnya, memiliki kewajiban moral untuk menghormati 

hukum internasional dan secara umum mematuhinya. Pada dasarnya negara-

negara mematuhi hukum internasional karena kepatuhan tersebut diperlukan 

untuk mengatur hubungannya antara satu dengan yang lain dan untuk melindungi 

kepentingannya sendiri,
67

 dalam hal ini hukum internasional memiliki kekuatan 

tersendiri dalam membuat subjek hukumnya patuh dan tunduk pada hukum 

internasional. 

 

Hukum internasional diakui sebagai pedoman global dalam mengatur tingkah laku 

dan perbuatan negara-negara, organisasi-organisasi internasional dan subjek 

hukum internasional lainnya yang secara tegas terdapat pada sumber hukum 

internasional Pasal 38 ayat (1) dari Piagam Mahkamah Internasional 

(International Court of Justice) yang menyatakan bahwa mahkamah yang 

memiliki fungsi untuk memutus sesuai dengan hukum internasional yang diajukan 

kepadanya, akan memberlakukan sumber-sumber hukum sebagai berikut:
68
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a. Perjanjian internasional, baik umum maupun khusus, yang membentuk aturan-

aturan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;  

b. Kebiasaan internasional, sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai 

hukum;  

c. Asas-asas hukum umum yang diterima oleh bangsa-bangsa yang beradab; 

d. Tunduk kepada ketentuan pasal 59, putusan pengadilan dan ajaran para ahli 

yang sangat memenuhi syarat dari berbagai negara sebagai sarana pelengkap 

bagi penentuan aturan hukum. 

 

2. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional 

Dalam kepustakaan hukum internasional telah dikenal ada dua teori mengenai 

hubungan antara sistem hukum internasional dengan sistem hukum nasional yakni 

teori monisme (Monism) dan teori dualisme (Dualism). Aliran Dualisme, menurut 

aliran atau teori ini bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada 

kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua 

sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dan yang lainnya.
69

 

 

Paham Monisme, paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada 

seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini 

hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian yang dari satu 

kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia.
70
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Akibat pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan 

hukum ini  mungkin ada hubungan hirarki. Ada pihak yang menganggap bahwa 

dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama 

adalah hukum nasional. Paham ini adalah paham monisme dengan primat hukum 

nasional. Paham yang lain berpendapat bahwa yang utama adalah hukum 

internasional, pandangan ini disebut paham monisme dengan primat hukum 

internasional.
71

 

 

D. Pengaturan Keamanan  Pangan Produk Rekayasa Genetik  

 

1. Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik menurut Hukum 

Internasional 

Pengaturan mengenai keamanan pangan produk rekayasa genetik menurut hukum 

internasional bermula dari diadakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan 

Hidup Manusia (United Nations Conference on the Human Environtment) yang  

diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972.
72

  Konferensi tersebut 

menghasilkan Deklarasi Stockholm yang berisi 24 prinsip lingkungan hidup dan 

109 rekomendasi rencana aksi lingkungan hidup manusia.
73

  

 

Sepuluh tahun setelah diadakannya Konferensi Stockholm diadakan Konferensi 

Nairobi di Kenya. Deklarasi Noirobi mengungkapkan bahwa masih banyak 

tantangan yang dihadapi mengenai keadaan lingkungan di dunia. Menjelang 

Deklarasi Nairobi, pada tanggal 7-8 September 1981 diadakan sidang negara-
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negara berkembang yang telah merumuskan 3 (tiga) konsep dasar, antara lain 

mengenai perlunya negara-negara berkembang menyerasikan pertimbangan 

pembangunan dengan kepentingan lingkungan melalui penerapan tata pendekatan 

terpadu dan terkoordinasi pada semua tingkat, terutama pada permulaan 

perundang-undangan lingkungan dan penerapannya.
74

 

 

Setelah 20 tahun Konferensi Stockholm dan 10 tahun Konferensi Nairobi, PBB 

kembali menggelar suatu konferensi lingkungan hidup di Rio de Janeiro pada 

tahun 1992 yang bernama KTT Bumi (Earth Summit) atau Konferensi Rio. Topik 

yang diangkat dalam konferensi tersebut adalah permasalahan polusi, perubahan 

iklim, penipisan lapisan ozon, penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan 

air, meluasnya penggundulan hutan, penggurunan dan degradasi tanah, limbah-

limbah berbahaya, serta penipisan keanekaragaman hayati. Hasil dari KTT Bumi 

adalah:
75

 

a. Deklarasi Rio 

b. Konvensi tentang Perubahan Iklim 

c. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati 

d. Prinsip tentang Hutan  

e. Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Commission on Sustainable 

Development disingkat CSD) 

f. Agenda 21 

                                                           
74

 Dolot Alhasni Bakung. KEBIJAKSANAAN LINGKUNGAN DI PROVINSI GORONTALO BER-

DASARKAN UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH. hlm. 4. Diakses dari 

https://media.neliti.com/media/publications/12551-ID-kebijaksanaan-lingkungan-di-provinsi-

gorontalo-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-t.pdf pada 16 Juli 2017.  
75

 Muhammad Erwin. 2011. Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan 

Lingkungan Hidup. Bandung: PT Refika Aditama. hlm.174. 

https://media.neliti.com/media/publications/12551-ID-kebijaksanaan-lingkungan-di-provinsi-gorontalo-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-t.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/12551-ID-kebijaksanaan-lingkungan-di-provinsi-gorontalo-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-t.pdf


30 
 

Hasil dari KTT Bumi yang berkaitan dengan keamanan pangan produk rekayasa 

genetik diantaranya adalah Agenda 21 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Di 

dalam Agenda 21 terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman akan 

pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai pangan manusia diantaranya: 

 

a. Prinsip 1 yang menyatakan bahwa “manusia menjadi pusat perhatian 

dalam pembangunan berkelanjutan, manusia berhak atas kehidupan yang sehat 

dan produktif, selaras dan harmoni dengan alam.” Pada prinsip ini jelas dikatakan 

bahwa manusia menjadi pusat perhatian yang utama dalam pembangunan 

berkelanjutan dan pemanfaatan alam, begitupun dengan pemanfaatan 

keanekaragaman hayati sebagai pangan manusia harusnya menjadikan manusia 

sebagai pusat perhatiannya. 

 

b. Prinsip 15 menyatakan bahwa “dalam rangka untuk melindungi 

lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh negara 

sesuai dengan kemampuannya, dimana ada ancaman kerusakan serius atau tidak 

dapat diperbaiki, kurangnya pengetahuan ilmiah (IPTEK) tidak boleh digunakan 

sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah efektif guna mengatasi dan 

mencegah degradasi lingkungan”. Pada prinsip ini pendekatan kehati-hatian 

dalam pemanfaatan sumber daya alam harus diterapkan guna mencegah adanya 

kerusakan serius, kerusakan pada sumber daya alam (keanekaragaman hayati) 

berpengaruh besar pada pemanfaatan keanekaragaman hayati yang salah satunya 

adalah sebagai pangan manusia. Oleh sebab itu pendekatan kehati-hatian perlu 

diterapkan dalam pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan 

lingkungan. 
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Keamanan pangan produk rekayasa genetik menurut hukum internasional dalam 

pembahasan ini akan memakai dua aturan hukum internasional yang salah satunya 

adalah hasil dari Deklarasi Rio yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati dan yang 

kedua adalah Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati. Hal ini dilakukan 

karena penulis merasa kedua aturan hukum internasional inilah yang membahas 

mengenai keamanan pangan yang merupakan bagian dari keamanan hayati, serta 

produk rekayasa genetik yang menjadikan keanekaragaman hayati sebagai 

sumbernya. 

 

a. Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) 

 

Pada akhir tahun 1980an, persiapan untuk Konferensi PBB tentang Lingkungan 

dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro memberikan kesempatan untuk 

mengenalkan keamanan bioteknologi ke dalam agenda perlindungan 

keanekaragaman hayati. Terutama negara berkembang, dengan beberapa 

dukungan dari negara-negara Eropa, yang menuntut dimasukkannya isu 

bioteknologi dan keamanan hayati dalam negosiasi Konvensi Keanekaragaman 

Hayati, yang akan ditandatangani di KKT Bumi Rio (Rio Earth Summit) pada 

tahun 1992.
76

 

Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity), 

merupakan sebuah perjanjian antar negara untuk melestarikan sumber daya hayati, 

yang berlaku mengikat kepada para pihak yang menandatanganinya, dalam hal ini 

negara yang diwakili pemerintahnya masing-masing. Konvensi mulai diadopsi 
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sebagai kesepakatan internasional pada tahun 1992 dalam forum KTT Bumi di 

Rio de Jeneiro, Brazil. Saat ini telah ditandatangani oleh 168 negara dan 

diratifikasi oleh 157 negara, dari 198 negara yang menjadi anggotanya. Amerika 

Serikat menjadi satu-satunya negara besar yang belum meratifikasi.
77

 

 

Penandatanganan ini terlaksana selama penyelenggaraan United Nations 

Conference on Environment and Development (UNCED), pada tanggal 3 sampai 

dengan 14 Juni 1992. Indonesia merupakan negara kedelapan yang 

menandatangani konvensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992. 

Tanggal inilah yang tercantum pada naskah konvensi sebagai tanggal 

peresmiannya. Naskah akhir konvensi terbentuk setelah melalui beberapa tahap 

perundingan yang dilakukan di berbagai tempat dengan melibatkan berbagai 

kelompok kepakaran.
78

 

Naskah Konvensi Keanekaragaman Hayati terdiri atas  batang tubuh yang berisi 

pembukaan dan 42 pasal, yaitu : 1. Tujuan; 2. Pengertian; 3. Prinsip; 4. Lingkup 

Kedaulatan; 5. Kerja Sama Internasional; 6. Tindakan Umum bagi Konservasi dan 

Pemanfaatan secara Berkelanjutan; 7. Identifikasi dan Pemantauan; 8. Konservasi 

In-situ; 9. Konservasi Ex-situ;  10. Pemanfaatan secara Berkelanjutan Komponen-

komponen Keanekaragaman Hayati; 11. Tindakan Insentif; 12. Penelitian dan 

Pelatihan; 13. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat; 14. Pengkajian Dampak 

dan Pengurangan Dampak yang Merugikan; 15. Akses pada Sumber Daya 
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Genetik; 16. Akses pada Teknologi dan Alih Teknologi; 17. Pertukaran Informasi; 

18. Kerja Sama Teknis dan Ilmiah; 19. Penanganan Bioteknologi dan Pembagian 

Keuntungan; 20. Sumber Dana; 21. Mekanisme Pendanaan; 22. Hubungan dengan 

Konvensi Internasional yang lain; 23. Konferensi Para Pihak; 24. Sekretariat; 25. 

Badan Pendukung untuk Nasehat-nasehat Ilmiah, Teknis dan Teknologis; 26. 

Laporan; 27. Penyelesaian Sengketa; 28. Pengesahan Protokol; 29. Amandemen 

Konvensi atau Protokol; 30. Pengesahan dan Lampiran Amandemen; 31. Hak 

Suara; 32. Hubungan antara Konvensi dan Protokolnya; 33. Penandatanganan; 34. 

Ratifikasi, Penerimaan atau Persetujuan; 35. Aksesi; 36. Hal Berlakunya; 37. 

Keberatan-keberatan; 38. Penarikan diri; 39. Pengaturan Pendanaan Interim; 40. 

Pengaturan Sekretariat Interim; 41. Depositari; 42. Teks Asli. Serta terdiri dari 

dua lampiran, lampiran I tentang Identifikasi dan Pemantauan (Identification and 

Monitoring); Lampiran II pada bagian 1 membahas tentang Arbitrase 

(Arbitration) dan bagian 2 tentang Konsiliasi (Concilitiation).
79

 

Tujuan konvensi keanekaragaman hayati adalah konservasi keanekaragaman 

hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi 

keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil 

dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik 

dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak 

atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang 

memadai.
80
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b. Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati (Cartagena Ptotocol on 

Biosafety) 

 

Protokol Cartagena diadopsi pada tanggal 29 Januari 2000 di Montreal, Kanada 

dan mulai berlaku pada tanggal 11 September 2003. Sampai saat ini, 163 negara 

dan Uni Eropa telah meratifikasi atau mengaksesinya. Protokol ini dinamai sesuai 

dengan nama dibuatnya yaitu di kota Cartagena, Kolombia. Dimana putaran 

terakhir perundingannya diluncurkan. Badan pengatur protokol, yang dikenal 

sebagai konferensi para pihak untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati yang 

berfungsi sebagai pertemuan para pihak pada protokol (atau COP-MOP, 

singkatnya), telah mengadakan lima pertemuan di Kuala Lumpur pada bulan 

Februari 2004; di Montreal pada bulan Juni 2005; di Curitiba, pada bulan Maret 

2006; di Bonn pada bulan Mei 2008; dan di Nagoya, pada bulan Oktober 2010.
81

 

 

Protokol Cartagena merupakan kesepakatan antara berbagai pihak yang mengatur 

tata cara gerakan lintas batas negara secara sengaja (termasuk penanganan dan 

pemanfaatan) suatu organisme hidup yang dihasilkan oleh bioteknologi moderen 

(OHMG) dari suatu negara ke negara lain oleh seseorang atau badan. Protokol 

Cartagena bertujuan untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal 

persinggahan (transit), penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan 

lintas batas OHMG. Tingkat proteksi dilakukan untuk menghindari pengaruh 

merugikan terhadap kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman 

hayati, serta risiko terhadap kesehatan manusia. 
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Protokol Cartagena dimaksudkan untuk menciptakan prosedur internasional yang 

seragam untuk mengatur perpindahan organisme hasil modifikasi yang aman. Di 

pusat protokol terdapat kesepakatan informasi lanjutan. Prosedur yang akan 

berlaku sebelum perpindahan lintas batas organisme transgenik yang disengaja 

untuk pengenalan yang disengaja ke lingkungan pihak pengimpor.
82

 

Kedua instrumen hukum internasional di atas menjadi bukti bagaimana keseriusan 

masyarakat internasional dalam menanggapi permasalahan-permasalahan dalam 

hukum lingkungan internasional khususnya mengenai keamanan pangan produk 

rekayasa genetik yang menjadi suatu permasalahan khusus tersendiri yang 

membutuhkan perhatian dan penanganan khusus seperti permasalahan hukum 

lingkungan lainnya. 

 

2. Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik di Indonesia  

Sebagai dasar konstitusional atas peraturan perundang-undangan pengelolaan 

lingkungan hidup di Indonesia, terdapat dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:
83

 “Melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kata melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan saja melindungi terhadap kaum 

penjajah, tetapi juga melindungi hak nya sebagai menusia, melindungi kebutuhan 

hidupnya, begitupun dengan keamanan pangan yang akan dikonsumsinya. 
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Selanjutnya, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa: 

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kekayaan yang 

terkandung di dalamnya, termasuk juga keanekaragaman hayati yang menjadi 

sumber pangan manusia baik flora atau fauna dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai landasan 

konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintah negara mewajibkan antara lain 

agar bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sumberdaya 

alam) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
84

 

Undang-Undang Dasar 1945 memang menjadi landasan konstitusional yang 

utama di Indonesia, tetapi di samping Undang-Undang Dasar 1945 terdapat juga 

beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai keanekaragaman hayati, keamanan hayati, serta keamanan pangan 

produk rekayasa genetik di Indonesia. 

 

Pengaturan hukum keamanan pangan produk rekayasa genetik di Indonesia diatur 

dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on 

Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 

Keanekaragaman Hayati). Undang-undang ini bertujuan mengesahkan United 

Nations Convention Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengenai Keanekaragaman Hayati). Pengaturan selanjutnya terdapat dalam 

Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol 
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on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena 

tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).  

Pengaturan keamanan pangan produk rekayasa genetik lainnya terdapat pada: 

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk 

Rekayasa Genetik jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional 

6) Peraturan  Presiden Nomor 53 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa 

Genetik 

7) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52a/Kepmen-Kp/2013 

tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses 

Produksi, Pengolahan dan Distribusi  

8) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian 

Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik 

9) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

Hk.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan 

Produk Rekayasa Genetik 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Skripsi ini dibuat berdasarkan metode–metode tertentu, hal ini disebabkan bahwa 

suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode 

tertentu.
85

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki 

suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum 

diartikan sebagai suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian,
86

 

agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian 

hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu 

sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting 

sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen 

dalam metode penelitian. Ketepatan dalam metode penelitian akan sangat 

berpengaruh dalam terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum. 

 

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif 

(normative legal research) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu 

                                                           
85

 Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 

2. Sebagaimana dikutip dari skripsi Beni Prawira Candra Jaya. 2015. Tindakan AS dalam 

Memerangi Terorisme di Afganistan dan Hubungannya dengan Prinsip Non Intervensi. Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm. 43. 
86

 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 

hlm. 57. 



39 
 

pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan 

perundang-undangan.
87

 Kemudian juga mendasarkan pada karakteristik yang 

berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya.
88

 Sedangkan fokus 

kajiannya adalah hukum positif. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum 

yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma 

tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping 

hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak 

tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.
89

 

Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal yang objek 

penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.
90

 Hal 

yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana 

seorang peneliti menyusun, merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan 

tajam, dan bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan 

langkah-langkahnya serta bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun 

teorinya.
91

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penilitian diartikan sebagai metode atau cara mengadakan 

penelitian.
92

 Suatu pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk 

lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian. Pendekatan 
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tersebut bertujuan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang 

dituju, sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang dituju. Pendekatan 

diartikan juga sebagai keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu 

bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, dan mencari sasaran 

yang ditelaah oleh ilmu tersebut.
93

 Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah 

adanya perkembangan ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang 

jelas antara ilmu hukum positif dengan ilmu hukum yang teoritis.
94

 

Pendekatan yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan 

hukum normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
95

  

 

C. Sumber Data 

Sumber data menjadi karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam 

melakukan pengkajian hukum.
96

 Sumber data adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.
97

 Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum, 

karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang 

berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
98

 Data yang diperoleh dan diolah 

dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan 

sebagai bahan hukum primer.  
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Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui 

kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah, peraturan internasional dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keamanan pangan 

produk rekayasa genetik menurut hukum internasional dan implementasinya di 

Indonesia.
99

 Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan 

dengan permasalahannya dalam penelitian, yaitu: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.
100

 Pada skripsi ini bahan hukum primernya terdiri dari: 

a. Konvensi Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological 

Diversity); 

b. Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati (Cartagena Protocol on 

Biosafety); 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati); 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological 

Diversity (Protokol Cartagenatentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang 

Keanekaragaman Hayati). 

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). 

f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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g. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati 

Produk. Rekayasa Genetik jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 

tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional 

j. Peraturan  Presiden Nomor 53 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa 

Genetik. 

k. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52a/Kepmen-Kp/2013 

tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses 

Produksi, Pengolahan dan Distribusi. 

l. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian 

Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik. 

m. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

Hk.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan 

Produk Rekayasa Genetik. 

 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer,
101

 seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat 

kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana 

hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini. 
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3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap 

bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama 

bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.
102

 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai 

ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, serta 

mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum 

internasional.
103

 Studi kepustakaan dilakukan penulis dengan membaca dan 

memahami buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel-artikel, serta bahan bacaan 

yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian dalam skripsi ini. 

E. Metode Pengolahan Data 

Setelah data yang diperoleh telah terkumpul, maka langkah berikutnya yang 

dilakukan adalah data tersebut diolah agar dapat memberikan gambaran mengenai 

masalah yang diajukan. Untuk mendapatkan suatu gambaran dari data yang 

diolah, perlu adanya analisis sebagai akhir dari penyelidikan.
104

 Pengolahan data 

dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut 

sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian. 

2. Klarifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok 
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bahasan agar mempermudah dalam menganilisisnya. 

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya. 

 

F. Analisis Data 

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan 

kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang 

diperoleh akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang 

diperoleh dengan aturan hukum. Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai 

dengan bahasannya masing-masing, selanjutnya yang dilakukan adalah 

menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis 

kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interpretasi data dan analisis.
105
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan uraian fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengaturan keamanan pangan produk rekayasa genetik menurut hukum 

internasional yang diatur di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati dan 

Protokol Cartagena, hanya memberikan aturan umum mengenai bagaimana 

pemanfaatan keanekaragaman hayati dan keamanan hayati yang di dalamnya 

termuat mengenai keamanan pangan, namun untuk aturan pelaksana diberikan 

kedaulatan kepada negara para pihak untuk mengatur sendiri sesuai dengan 

kebutuhan dan kebijaksanaan yang berlaku disetiap negara selagi tidak 

bertentangan dengan aturan yang ada di dalam konvensi dan protokol tersebut. 

 

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pangan PRG di 

Indonesia sudah cukup baik karna telah melaksanakan amanah dan tidak 

menyimpang dari konvensi keanekaragaman hayati dan protokol cartagena 

dengan mengesahkan peraturan perudang-undangan dari tingkat undang-undang 

sampai pada tingkat keputusan kepala BPOM, antara lain Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1996 tentang Pangan (Diperbaharui Dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
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Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati 

Produk Rekayasa Genetik jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan Mutu dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 

tentang Standarisasi Nasional; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi 

Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik; Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 52a/Kepmen-Kp/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi; 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian 

Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik; Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang 

Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik.  

 

Hanya saja untuk aturan mengenai pangan PRG yang dijual secara curah, atau 

yang tidak dalam bentuk kemasan masih belum ada aturan teknis yang dapat 

menjawab permasalahan di lapangan. Selain itu masih banyak pangan PRG yang 

beredar namun tidak sesuai dengan syarat pelabelan, standarisasi nasional, dan 

cara produksi olahan yang baik, dalam hal ini diperlukan banyak pihak yang 

terlibat, selain dari pemerintah yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan 

pengecekan, produsen harus sadar akan pentingnya menjaga produknya agar tidak 
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membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, dan konsumen harus cerdas 

dalam memilih pangan yang akan dikonsumsinya.   

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka dapat diajukan  saran sebagai berikut: 

1. Pengaturan keamanan pangan produk rekayasa genetik dalam hukum 

internasional telah diatur di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati dan 

Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati, namun di dalam kedua aturan 

tersebut hanya diatur secara umum mengenai prinsip-prinsip keamanan hayati 

tanpa jauh lebih spesifik membahas mengenai pangan, pakan dan lingkungan 

produk rekayasa genetik. Hal ini dikarenakan pengaturan lebih lanjut dan lebih 

terperinci diberikan kedaulatan kepada setiap negara untuk mengaturnya sendiri. 

Oleh karena itu penulis mengajukan saran agar dibuat protokol dan aturan 

tambahan yang membahas lebih terperinci mengenai pangan produk rekayasa 

genetik. 

2. Diadakannya badan atau organisasi internasional khusus yang menangani 

di bidang pangan produk rekayasa genetik yang mengatur dan membuat 

standarisasi mengenai pangan produk rekayasa genetik sebagai acuan bagi negara-

negara dalam membuat aturan nasional. 

3. Diperlukannya perumusan dan pengesahan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai pangan yang dijual secara curah, dan pangan yang 

belum dalam bentuk kemasan yang dijual bebas di masyarakat.  

4. Menteri kehutanan dan perkebunan, menteri kesehatan, menteri 

lingkungan hidup, menteri pertanian, serta menteri negara pangan dan holtikultura 
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membuat aturan mengenai pangan PRG sesuai dengan bidang yang digelutinya, 

terlebih mengenai teknis pelaksanaan dan pendisiplinan produsen dan distributor 

yang menjual pangan PRG yang tidak memenuhi syarat pangan PRG yang layak 

konsumsi dan layak edar di masyarakat. 
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